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KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGEKEO NOMOR 14 TAHUN 2025 TENTANG
PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN INFORMASI PUBLIK PADA KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGEKEO.

ABSTRAK - Keputusan ini berisi tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Informasi
Publik pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo. Keputusan ini
bertujuan untuk menajdi pedoman bagi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Nagekeo dalam memberikan pelayanan informasi publik sehingga dalam
pelaksanaannya sesuai dengan standar dan pedoman yang telah ditetapkan
serta sesuai dengan aturan yang berlaku.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo ini
adalah:
Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); Undang-undang Nomor 25
Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5038); Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi
Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952); Peraturan
Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang Undang
Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5149); Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi
Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan
Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang
Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi
Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 826); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun
2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22
Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi
Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor
531); Peraturan Komisi Informasi Publik Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur



CATATAN

Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2013 Nomor 649, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5); Peraturan Komisi Informasi Publik Nomor 1 Tahun 2014 tentang
Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 275); Peraturan
Komisi Informasi Publik Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Operasional
Prosedur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 37); Keputusan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 88/Kpts/KPU Tahun 2024 tentang Standar
Operasional Prosedur Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di
Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo ini diatur
tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Informasi Publik.

Keputusan KPU Kabupaten Nagekeo ini berlaku sejak tanggal ditetapkan
tanggal 17 November 2025.
Lampiran 10 Halaman.



